BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : % TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR

Menimbang

Mengingat

10 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK

BUPATI LUWU TIMUR,

. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 tanggal
10 September 2007, maka perlu segera dilaksanakan;

. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

. Undnag-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4401);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3696);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian

Kerusakan Hutan dan atau Pencemaran Lingkungan Ridup Yang
Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan;
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4696);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-II/2006
tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-I1/2006
tentang Pengunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk
Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Hutan Negara;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2006
tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.51/Menhut-1I/ 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal
Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal
Dari Hutan Hak;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-11/2006
tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang
Berasal Dari Hutan Negara;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-11/2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan
Asal-Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang
Berasal Dari Hutan Hak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
- KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG IZIN
PEMANFAATAN HUTAN HAK.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Izin Pemanfaatan Hutan Hak.
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4696);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-11/2006
tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006
tentang Pengunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk
Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-11/2006
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Hutan Negara;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2006
tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.51/Menhut-II/ 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal
Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal
Dari Hutan Hak;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-I11/2006
tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.55/Menhut-11/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang
Berasal Dari Hutan Negara;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-11/2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan
Asal-Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang
Berasal Dari Hutan Hak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
| KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG IZIN
PEMANFAATAN HUTAN HAK.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Izin Pemanfaatan Hutan Hak.



Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Peraturan
Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dengan :

a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah

dimaksud.

b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, berkoordinasi
dengan unit kerja terkait dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal .22 Oktober 2007
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H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 oktober: 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 40



